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Abstract: Application of the rule of law at the beginning of Islam, in 
principle, in the hands of the Prophet, given the Qur'an as a guide and guide 
of human life. Being al-Hadith (Prophet's deeds) as explanatory of the 
Qur'an. Indeed the Prophet established the law is the law of God, because 
God ordered him to follow what they're told and leave what the Prophet 
prohibited. Principles of justice in Islam contains valuable concept. He is 
not synonymous with man-made justice. Humanism human fairness doctrine 
has alienated transcendental values and have glorified human beings as 
individuals, so that man becomes a central point. Speaking about the rule of 
law in Islam, the author tries to link it with the application of punishment in 
Islam, which is the concept discussed in the chapter jinayah fiqh. 
 
Kata Kunci : Hukum, Syari’at dan Penegakan 
 
A. Hukum dan Keadilan dalam Islam 
Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan 
keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip 
keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 58 telah 
menetapkan garis hukum: 
 …. ِلْدـــَعْلِاب اْوـــُمُكَْحت ِْنا ِساــ ّـَنلا َنَْيب ْمُـتْمَكَح اَِذاَو 
“….bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan 
cara adil” 
Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak 
memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman Allah 
dalam surat al-Maidah ayat 8: 
اُْونَمآ َنْيِذَّلا َاهَُّيَأي   َنْيِما ََّوق اُْونْوُك   اُْولِدْعـَـت ََّلاا َىلَع ٍمَْوق َُنَأنـَش ْمُكـ ّـَنَمِرْجَـي َلاَو ِطِْسقْلِاب َءاََدهـُش ِلله
 ِْعاىَوْقـ ّـَتِلل ُبَرــَْقا َُوه اُْولِد 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, 
menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan 
kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa” 
Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adil itu tidak akan memihak 
kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Di sisi lain Allah menegaskan dalam surat an-
Nisa ayat 135: 
 ْوُك اُْونـََمأ َنْيِذَّلا َاهـَُّيَأي َنِْيبَرــَْقلأاَو ِنْيَِدلاَوْلاَِوا ْمِهُِسفــَْناَىلَع َْولَو ِلله َءاََدهـُش ِ ِطِْسقْلِاب َنْيِما ََّوق اُْون
 ِْناَو اُْولِدـَْعت َْنا ىَوـَـهْلا اْوُعـِـبََّتت ََلاف اـَمِِهب َىلَْوا ُللهَاف ا ًّرـِْيقَـف َْوا ا ّـً ِينـَغ َنْوُكـَـي َْنا  َْوا اْوُوْلَـت
ـِْيبَخ َنُْولَمـَْعت اَِمب َناَك َالله َِّنَإف اوُضِرُْعتا ًّر 
“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum 
kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika 
kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi,  maka sesungguhnya Allah maha 
mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan” 
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Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, pertama, menegakkan hukum adalah kewajiban 
bagi semua orang. Kedua, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan 
adil. Ketiga,  manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari 
kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu nama 
Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al-Qur’an disebut al-Haq. 
 Marcel A. Boisard mencatat bahwa anjuran-anjuran moral adalah dua hal yang ekstrim, 
kebajikan adalah tengah, tengah itu adalah keadilan dan kebajikan adalah hal yang 
fundamental. Ia adalah keadilan yang tepat, yang jauh dari rasa kebencian, yang menghormati 
segala proporsi. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan dengan kuat, karena dalam doktrin 
Islam, keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensi.
1
  
Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka dua hal tersebut dalam tatanan 
peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu interdependetie. Lahirnya hukum dituntut adanya 
rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu 
diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang 
mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka 
penegakan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan 
lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan 
tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.
2
 Hal ini 
bisa dilihat dari praktik Rasulullah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis: Ketika Uzamah 
binti Zaid meminta maaf atas kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena telah mencuri, maka 
Rasulullah berkata, “Apakah kamu meminta syafaat mengenai sesuatu dari hukuman yang 
telah ditetapkan oleh Allah”. Kemudian Rasulullah bersabda: 
 ِذَّلاَو َفيِرَّشلا َنوُكُرَْتيَو ِعيِضَوْلا َىلَع َّدَحْلا َنوُمِيُقي اُوناَك ُْمهََّنأ ْمَُكلَْبق َناَك ْنَم ََكَله اَمَِّنإ  ِسَْفن ي 
َاهََدي ُتَْعَطَقل َِكلَذ َْتلََعف َةَمِطَاف ََّنأ َْول ِهَِدِيب
3
 
“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan 
had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya 
bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong 
tangannya” 
Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-
mata menjalankan keadilan Ilahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban 
hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu al-
Qur’an. Sedang al-Qur’an sendiri memberi petunjuk bahwa kita disuruh berlaku adil, baik 
untuk diri sendiri maupun keluarga dan jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Di sini Nabi bersikap sebagai seorang penguasa atau eksekutif 
sekaligus sebagai yudikatif. Namun bila dihadapkan dengan tugasnya sebagai yudikatif, maka 
kekuasaan eksekutif tidak akan mempengaruhi setiap keputusannya. 
Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus ada intervensi 
kekuasan yang dapat mengantarkan ke arah tegaknya hukum. Ada beberapa tugas pokok bagi 
penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum. 
Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh 
rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan 
negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan. 
Semua rakyat harus dapat merasakan hak-haknya secara adil tanpa adanya 
diskriminasi. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. 
Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa 
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memandang kedudukannya. Ketiga, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan 
suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial. 
Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik 
dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya 
telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan telah mengagungkan manusia sebagai 
individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam 
menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun 
sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan “hamba Allah” 
yang nilainya ditentukan oleh hablu min Allah wa habl min an-nas. Dalam doktrin Islam 
hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam 
selalu bersifat teosentrik. Artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. 
Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-
konsep keadilan menurut versi manusia.
4
 
Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus 
menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya 
hakim menghindari hukuman pokok karena adanya unsur subhat. Demikian juga dianut 
doktrin bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan dari pada salah menjatuhkan 
putusan.
5
Prinsip ini perlu ditegakkan oleh para hakim dalam rangka membangun supremasi 
hukum. 
 
B. Penegakan Hukum 
Berbicara tentang supremasi hukum dalam Islam, penulis mencoba mengkaitkannya 
dengan penerapan pemidanaan dalam Islam, yang dalam konsep fiqh dibahas dalam 
bab jinayah.
6
 Persoalan ini, secara historis telah mendorong munculnya diskusi yang 
berkelanjutan sejak awal sejarah Islam. Apakah ia dapat dipertimbangkan untuk 
dipertahankan sebagai dasar hukum yang mampu menjamin keadilan dan ketentraman 
masyarakat atau sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang out of date dan tidak humanis. 
Baik secara teoritis maupun prakteknya Peradilan Islam diakui sebagai sumber dalam 
jurisprudensi Islam. Bahkan dalam prakteknya peradilan Islam memainkan peranan yang 
sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam untuk mewujudkan supremasi hukum,
7
 
dalam rangka membentuk setiap individu bermoral guna melahirkan struktur masyarakat yang 
aman dan tentram.
8
 Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Arab telah mengadopsi 
berbagai macam adat. Praktek ini, dalam banyak hal telah mempunyai kekuatan hukum dalam 
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masyarakat.
9
 Dalam kaitannya dengan keberlangsungan hukum pra-Islam, Nabi Muhammad 
tidak melakukan tindakan-tindakan perubahan terhadap hukum yang ada sepanjang hukum 
tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental.
10
 Dengan demikian 
Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru 
melegalkan hukum lama di satu sisi, dan mengganti beberapa hal yang tampaknya tidak 
konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.
11
 Hukum yang direvisi bahkan dirombak oleh 
Rasulullah antara lain: perkawinan dengan ibu tiri, poliandri, menikahi wanita tanpa batas 
jumlahnya, hubungan seksual yang tidak sah, aborsi, pembunuhan terhadap bayi perempuan, 
balas dendam dalam hukum qisas, perlindungan pencuri bagi bangsawan, perceraian 
berulang-ulang dan lain sebagainya.
12
 Penyimpangan nilai-nilai moral dalam hukum pra-
Islam nampak sekali dalam sistem pemidanaan (peradilan), terutama pada jarimah 
qisas diyat. Keadaan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di 
kalangan masyarakat Arab jahiliyah: 
Salah seorang kabilah Gani membunuh Syas bin Zuhair, maka datanglah Zuhair, ayah Syas, 
untuk minta pembalasan kepada suku Gani. Mereka berkata, “Apa kehendakmu atas kematian 
Syas?”. Jawab Zuhair, “Satu dari tiga hal dan tidak bisa diganti, yaitu menghidupkan kembali 
Syas, atau mengisi selendangku dengan binatang-binatang dari langit, atau engkau serahkan 
kepadaku semua anggota kabilah Gani untuk saya bunuh semua, dan sesudah itu aku belum 
merasa telah mengambil sesuatu ganti rugi atas kematian Syas”.13 
Tuntunan semacam ini semakin membuat rawannya keadaan bila ternyata si korban dari 
kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah itu sendiri. Hal ini terjadi karena ada 
sebagian dari kabilah-kabilah Arab yang mengabaikan tuntutan wali si korban, bahkan 
sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh.
14
 Sehingga tidak 
menutup kemungkinan terjadi perang antar kabilah yang di dalamnya melibatkan orang-orang 
yang tak berdosa.
15
 
Di sisi lain, memang orang-orang Arab mempunyai tradisi balas dendam, bahkan 
terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun yang silam.
16
 Kalau seseorang anggota 
keluarga terbunuh, maka pembalasan dilakukan terhadap keluarga pembunuh yang tidak 
berdosa di samping pembunuhnya sendiri.
17
 
Al-Qur’an dan praktik Nabi memperkenalkan berbagai modifikasi terhadap praktek 
hukuman ini, akan tetapi ide utama dari prinsip-prinsip yang mendasarinya tidak bersifat baru, 
melainkan telah lama dipraktekkan masyarakat Arab sebelum munculnya Islam.
18
 
Perubahan utama yang dilakukan oleh Islam adalah prinsip keseimbangan
19
 dalam 
kerangka hukum yang berdimensi keadilan.
20
 Dalam hukum Islam satu jiwa harus diambil 
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karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau pemberian kompensasi harus 
dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan ini tidak mempersoalkan status suku atau 
kedudukan si korban dalam sukunya, seperti dipraktekkan pada masyarakat Arab Jahiliyah, 
tetapi lebih dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Caulson, “sesuai dengan standar moral 
keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban”.21 Ketentuan ini 
dituangkan dalam al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut: 
 ْبَعـْلِاب ُدْبَعْلاَو ِّرُحـْلِاب ُّرُحْلا ى َِ َلْتَـقْلا ِىف ُصاـَِصقْلا ُمُكَْيلَع َبِتُك اُْونـَمآ َنْيِذَّلا َاهـَُّيأَاي َىثُْنلأاَو ِد
 ٌعَاب ّـِت َاف ٌئْيَش ِهْيـَِخا ْنِم َُهل َِىفـُع ْنََمف َىثُْنلأِاب   ٍناــَسِْحإِب ِهـَْيِلإ َءاََدأَو ِفْوُرْعـَمْلِاب 
“Hai orang-orang yang beriman ditetapkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang 
terbunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, 
barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memberi maaf) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan bagi yang dimaafkan membayar (diyat) kepada yang 
memaafkan dengan cara yang baik pula….” 
Menurut Imam al-Baidawi sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq, bahwa turunnya 
ayat tersebut berkenaan dengan dua kabilah yang berhutang piutang. Salah satu lebih kuat dari 
lainnya. Lalu Kabilah yang kuat bersumpah, “Kami harus membunuh orang merdeka di antara 
kalian sebagai akibat terbunuhnya hamba sahaya kami, dan kami akan membunuh laki-laki 
sebagai akibat terbunuhnya perempuan dari suku kami.”22 Dalam hukum hadd ditemukan 
adanya pembenahan sistem hukum, seperti dalam kasus delik pencurian, pada masa pra-Islam 
hukum yang diberlakukan sangat diskriminasi, terutama antara bangsawan dan rakyat biasa.
23
 
Hadis di bawah ini dapat dijadikan dasar pernyataan tersebut di atas ketika Uzamah binti Zaid 
kekasih Rasulullah meminta maaf atas kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena telah 
mencuri, maka Rasulullah berkata, “Apakah kamu meminta syafa'at mengenai sesuatu dari 
hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah?”. Kemudian Rasulullah bersabda: 
 َلَع َّدَحْلا َنوُمِيُقي اُوناَك ُْمهََّنأ ْمَُكلَْبق َناَك ْنَم ََكَله اَمَِّنإ  ِسَْفن ي ِذَّلاَو َفيِرَّشلا َنوُكُرَْتيَو ِعيِضَوْلا ى
َاهََدي ُتَْعَطَقل َِكلَذ َْتلََعف َةَمِطَاف ََّنأ َْول ِهَِدِيب 
“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu sekalian ialah karena 
apabila ada kaum bangsawan mencuri, mereka dibiarkan, tetapi sebaliknya jika yang 
mencuri adalah kaum lemah, maka ditegakkan hukum yang seadil-adilnya, saya bersumpah 
demi Allah seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong 
tangannya.
24
 
Di samping contoh di atas, ada sebagian hukum jahiliyah yang tidak menerapkan sanksi 
bagi jarimah-jarimah tertentu, akibatnya muncul ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena 
perbedaan kabilah. Seperti kasus riba yang sangat mengacaukan masyarakat, sehingga orang 
yang jatuh ke tangan periba dan tidak mampu membayar hutangnya sering menyerahkan anak 
gadisnya sebagai jaminan.
25
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Kejahatan semacam ini telah dihapus oleh Islam
26
  dan diderivasikan ke dalam 
jarimah ta’zir. Artinya ditetapkan adanya sanksi bagi periba yang ditentukan oleh penguasa 
berdasarkan kadar riba yang diperbuatnya. Demikian halnya dengan kasus mengawini ibu tiri 
(kejahatan seks), yang memberikan indikasi bahwa praktek hukum jahiliyah sangat tidak 
manusiawi.
27
 
Islam datang dengan panji-panji keadilan yang ternyata lambat laun dapat diterima oleh 
masyarakat luas, termasuk keadilan dalam sistem pemidanaan dalam rangka menciptakan 
supremasi hukum. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, 
baik keadilan sosial (social justice) maupun  keadilan secara individual (individual justice). Di 
sinilah “dimensi kemanusiaan” tercakup. Abu Zahrah, berkomentar, bahwa kedatangan Islam 
adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia.
28
 Pendapat 
senada juga dilontarkan oleh as-Sabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan 
menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk 
kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi 
seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan seseorang.
29
 
 
C. Elastisitas dalam Penegakan  Hukum  
Aplikasi supremasi hukum di awal Islam pada prinsipnya ada di tangan Nabi, 
mengingat al-Qur’an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sedang al-Hadis 
(perbuatan Nabi) sebagai penjelas dari al-Qur’an. Sesungguhnya sunnah yang ditetapkan Nabi 
adalah hukum Allah, karena Allah memerintahkan supaya mengikuti apa yang diperintahkan 
dan meninggalkan apa yang dilarang Nabi. 
Jadi sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an yang wajib 
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut ditaati oleh sahabat-sahabat Nabi, baik 
sewaktu Rasulullah masih hidup atau sewaktu telah meninggal dunia. Praktik Rasul dalam 
penegakan hukum, baik yang menyangkut aspek pemeriksaan sampai kepada sistem 
pemidanaan menjadi sesuatu yang wajib diikuti. 
Adapun praktik pemidanaan yang dilaksanakan oleh para sahabat, termasuk al-
Khulafa'u ar-Rasyidun dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemidanaan masa 
sekarang, karena mereka dekat dengan Rasulullah, sehingga setiap ada persoalan selalu 
dikonfirmasikan dengan Rasulullah. Oleh karena itu persoalan yang diputuskan para khalifah 
kemungkinan salahnya kecil. 
Dalam menerapkan pidana, Rasulullah selaku pengemban risalah baru, di samping 
menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, juga menerapkan 
aturan baru sesuai dengan petunjuk al-Qur’an. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bukti 
bahwa hukum pidana Islam menganut asas legalitas.
30
 Artinya ketentuan umum dan khusus 
harus dipenuhi setiap pelaku jarimah untuk dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 
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Dalam sejarahnya, Rasululah di satu sisi terkenal sebagai orang yang tegas dalam 
menegakkan hukum, di sisi lain terkenal sebagai orang yang bijaksana. Ketegasannya bisa 
dilihat dari berbagai kasus yang diputuskan oleh beliau terhadap tindak pidana hudud. Bahkan 
Rasul bersumpah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah dipotong 
tangannya.”31 
Rasulullah menghukum pengkhianat negara (mata-mata dalam peperangan) secara tegas 
setelah ditemukan bukti kesalahannya. Kisahnya ketika orang-orang Yahudi dari suku Nadir 
Qaynuqa diusir dari Negara Islam Madinah sebagai hukuman atas penghianatan.
32
 Tindakan 
pengkhianatan dilakukan oleh Khalid bin Sufyan al-Gazali, maka Nabi Muhammad, 
mengirim Abdullah bin Anis Jehni al-Ansari agar memenggal kepala Khalid, si pengkhianat. 
Abdullah mengerjakan ini sendiri dan dianugerahi tongkat oleh Nabi.
33
 Nabi  ketika pulang 
dari perang khandak menghukum tegas pengkhianat Yahudi dari suku Banu Quraisah, 
lantaran mereka bersekongkol dengan musuh ketika perang khandak berlangsung. Nabi 
menunjuk Saad bin Muaz dari suku Aus sebagai hakim. Keputusan hukumnya semua laki-laki 
yang turut perang dibunuh, wanita dan anak-anak dijadikan budak.
34
 
Di pihak lain Rasulullah berlaku arif dan bijaksana. Seperti kasus Rasulullah tidak 
membunuh orang-orang munafik yang telah dengan sengaja mendemonstrasikan 
kemunafikannya di depan Rasulullah. Alasan Rasulullah adalah kekhawatiran banyak orang 
Arab yang enggan masuk Islam, meski membunuh mereka ada hikmahnya. 
Demikian juga sikap Rasulullah yang menghukum bebas orang Yahudi yang kencing di 
masjid. Ketika para sahabat mau menghukum mereka, Rasulullah bersabda, “Kehadiran 
kalian adalah untuk kedamaian bukan untuk kesukaran”, katanya penuh dengan kearifan.35 
Pada delik penyamunan (perampokan dengan kekerasan) Nabi bersikap sangat tegas 
dalam mengeksekusi terpidana, karena kasus ini dianggap sangat berbahaya dan mengganggu 
ketertiban umum. Peristiwa perampokan (hirabah) pernah terjadi pada Nabi. Delapan orang 
dari kaum ‘Ukl datang kepada Rasulullah dan mengaku masuk Islam, karena tidak cocok 
dengan tempatnya, akhirnya sakit dan mengadu kepada Rasulullah. Kemudian beliau 
bersabda, “Apakah kamu tidak sebaiknya keluar dengan gembala kami dan minum air seni 
dan susu unta tersebut?”. Mereka setuju, lalu keluar bersama penggembala, meminum air seni 
dan susu dan mereka sembuh. Akhirnya mereka membunuh dan menghalau semua untanya, 
sehingga sampailah berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah langsung memerintahkan 
pengejaran Bani `Ukl kepada dua puluh pemuda Ansar yang dipimpin oleh Kurs bin Jabir. 
Setelah tertangkap, Rasulullah memerintahkan supaya dipotong tangan dan kaki mereka, 
dicelak mata mereka dengan besi panas kemudian ditinggalkan di terik matahari sampai 
mati.”36 
Dalam kasus zina ketegasan Nabi dalam pemidanaan terbukti dalam sejarah, seperti 
Rasulullah telah merajam Maiz ibn Malik yang telah mengaku berzina sampai empat kali. 
Rasulullah menghukum janda yang berzina dengan jaka dengan hukuman rajam bagi janda 
dan hukum dera 100 kali bagi jaka. Aslam dirajam oleh Rasulullah karena permintaan Aslam 
sendiri demi kesuciannya atas dasar bukti iqrar (pengakuan) sampai empat kali. 
Sementara perempuan dari suku Gamid dari Azdi berkata, “Bersihkanlah saya.” 
Rasulullah bersabda, “Apa yang terjadi mengenai diri anda?”. Berkatalah ia, “Bahwa saya 
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telah mengandung akibat perzinaan.” Nabi bersabda, “Tunggu sampai anak anda lahir.” Maka 
seorang laki-laki Ansar menjaminnya sampai perempuan itu melahirkan. Kemudian laki-laki 
Ansar datang kepada Nabi dan berkata, “Sesungguhnya perempuan telah melahirkan.” Nabi 
bersabda, “Kita tidak merajamnya, karena anak itu masih kecil dan tidak ada yang dapat 
menyusuinya.” Berdirilah laki-laki Ansar dan berkata, “Menyusukannya adalah tanggungan 
kami.” Nabi bersabda, “Rajamlah dia.”37 
Dalam kasus peminum khamr, tidak ada ketentuan hukum dalam al-Qur’an. Ketentuan 
hukum bagi peminum khamr terdapat dalam keterangan hadis. Imam Muslim meriwayatkan 
dari Annas bin Malik bahwasanya kepada Rasulullah didatangkan seorang laki-laki 
peminum khamr, maka beliau menderanya dengan dua pelepah kurma 40 kali. Ia (Annas bin 
Malik) berkata: Demikian juga yang diperbuat oleh Abu Bakar, dan ketika Umar, orang-orang 
bermusyawarah dan telah berkata Abdurrahman, “Hukuman yang paling ringan ialah delapan 
puluh kali (deraan)", lalu Umar memerintahkan hal itu.
38
 Dalam riwayat lain dikisahkan 
bahwa pada saat terjadinya perang Qadisiah, Abu Mahjan tertangkap basah 
meneguk khamr oleh Sa’ad bin Abi Waqas. Kemudian Abu Mahjan diikat kakinya. Ketika 
orang-orang berkerumun, Abu Mahjan berkata, "Betapa pedihnya hati melihat kuda-kuda 
dihalau oleh anak panah (batang lembing), sementara aku diikat dan tak dapat maju ke medan 
perang,” seraya berucap, “Tiada kemenangan, kecuali kemenangan Abu Mahjan. Setelah 
pasukan Islam musuh, Abu Mahjan pun kembali mengikat kakinya. Ibnah Hafsah bertanya 
kepada suaminya perihal hukuman yang akan diberikan kepada Abu Mahjan. Sa’ad berkata, 
“Demi Allah, saya tidak akan mendera orang yang membawa kemenangan bagi kaum 
muslimin". Abu Mahjan pun dilepas dan bebas.
39
 Kepada Sa’ad, Abu Mahjan menceritakan 
bahwa dia minta dihukumi karena minum khamr supaya dapat mensucikan dirinya. Tetapi 
karena dibebaskan dari hukuman, maka dia tidak akan minum khamr untuk selama-lamanya. 
Kebijaksanaan Sa’ad dalam menangguhkan eksekusi cukup beralasan dan menjadi ijma’ 
sahabat.
40
 Penangguhan eksekusi dengan tujuan untuk kemaslahatan dijunjung tinggi, seperti 
penangguhan Rasulullah akan hukum hadd terhadap wanita yang hamil akibat zina, atau 
kepada orang yang sedang sakit. 
Dalam hukum qisas, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan 
Muslim, bahwa Rasulullah pernah menghukum orang Yahudi dengan memecahkan kepalanya 
di antara dua batu besar karena membunuh jariyah (budak, hamba) perempuannya. Demikian 
juga hukum qisas yang diberikan kepada wanita Yahudi di Khaibar yang telah menyebabkan 
matinya Basyar bin al Bara ibn Ma’ruf al-Ansari dengan cara meracuni kambing 
sembelihannya yang sebenarnya dimaksudkan ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi yang 
kena sasaran adalah Basyar. Setelah diinterogasi wanita tersebut mengakui perbuatannya. 
Akhirnya diqisaslah wanita Yahudi tersebut.
41
 Hadis ini sekaligus menyalahkan pendapat Abu 
Hanifah, asy-Sya’biy, dan an-Nakha’i, yang berpendapat bahwa tak ada hukum qisas dalam 
pembunuhan memakai barang yang ringan.
42
 Ibn al-Qayyim menegaskan, peristiwa di atas 
terjadi lantaran perempuan dibunuh oleh lak-laki, penjahat diperlakukan sebagaimana dia 
berbuat/melakukan kesalahan, dan bahwasanya pembunuhan dengan tipu-daya (ghilah) tidak 
disyaratkan kepada wali untuk memilih antara hukum qisas atau ganti rugi. Bila pembunuhan 
dilakukan dengan selain cara di atas, maka bisa dikenakan hukum qisas yang tidak dengan 
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cara serupa. Ketegasan Rasulullah ini dipraktekkan oleh Umar ibn al-Khatab dalam 
menangani kasus, beberapa orang yang membunuh satu orang dengan cara licik (tipu-daya). 
Pembunuh hanya dihukum qisas semuanya, lalu beliau berkata, “Seandainya penduduk 
Yaman melakukan pembunuhan dengan cara licik, niscaya akan saya bunuh semua.” 
 
D. Kejahatan dan Yang Mempengaruhinya 
Oleh karena ada bahan yang perlu direnungkan kita bersama, yakni perkataan Nabi: 
 فيعضلا مهيف قرس اذاو هوكرت فيرش مهيف قرس اذا اوناك مهـنا مكلبق نم نيذلا كله امنا
اهدي تعطقل تقرـس دمحم تنب ةمطاف ول الله مهيا دحلا هيلع اوماقا 
“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kami ialah karena apabila ada 
kaum bangsawan mencuri dibiarkan mereka, tetapi sebaliknya jika yang mencuri adalah 
kaum lemah, maka ditegakkan hukum yang seadil-adilnya, saya bersumpah demi Allah 
seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya”.43 
  
Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata 
menjalankan keadilan Illahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban 
hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu Al 
Qur’an. Sanksi yang tegas dan penegakannya sangat didukung dalam menciptakan 
masyarakat yang berkeadilan. Ada beberapa faktor yang selalu dipertimbangakan oleh 
seseorang sebelum melakukan tindak kejahatannya. Carrol merumuskannya sebagai berikut: 
  
                SU =  ( P (S) X G )  - ( P (F) X L ) 
  
SU = Subjectivity Utility, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan, apakah ia akan 
melaksanakan atau tidak  tindak kejahatan yang ia rencanakan. Secara garis besar keputusan 
yang ia buat hanya ada dua keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak. 
P(S) = Probability of success,  yaitu pertimbangan pelaku tentang sejauh mana perbuatan 
jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses. 
G = Gain, yaitu  pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh jika kejahatan 
yang direncanakan itu berhasil atau sukses.   Keuntungan ini bersifat materi seperti harta 
benda dan barang-barang berharga lainnya dan pula berupa keuntungan psikologis, seperti 
kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan. 
P (F) = Probability of failure, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan tentang besar 
kecilnya kemungkinan gagal, atau diketahui orang lain atau tertangkap di dalam 
melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakan. 
L = Loss, yaitu besar kecilnya kerugian apa bila si pelaku kejahatan tertangkap di dalam 
melakukan kejahatannya. Kerugian dapat berupa lamanya hukuman yang dijalani, kehilangan 
nyawa akibat hukuman mati, kerugian psikologis karena berpisah dengan keluarga (istri, anak 
yang dicintai), kehilangan kemerdekaan dan lain-lain.
44
 
Banyak hal yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan, faktor P(S) dan P(F) sangat 
tergantung pada petugas keamanan dan penegak hukum, yakni, keaktifan, kesungguhan hati 
dan sikap pro aktif masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan. Selain itu sistem tata kota 
juga sangat berpengaruh pada besar kecilnya tindak kejahatan. Faktor L sangat dipengaruhi 
oleh kepastian hukum, semakin berat hukuman dan semakin pasti hukuman, maka semakin 
kecil keberanian orang untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena yang dibutuhkan 
adalah tidak sekedar ancaman tetapi bukti. 
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Interaksi antara pertimbangan sukses dan gagal, antara keuntungan yang diperoleh dengan 
kerugian yang akan didapat  sangat menentukan kemungkinan timbulnya kejahatan. Semakin 
besar kemungkinan untuk gagal semakin kecil orang untuk melakukan tindak kejahatan.
45
 
Ancaman dalam hukum pidana Islam yang tegas dan dibarengi dengan penegakan hukum 
yang nyata akan mengurangi dan dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di mana 
hukum itu ditegakan. Berangkat dari pemahanan norma-norma hukum pidana Islam, maka 
kriteria sanksi dalam Islam sangat layak untuk dipertimbangkan.   
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